
39

dalam memutussuatuperkaraPerdagangananakpadaputusannomor

1907/Pid.Sus/2015/PN Plgdan pada putusan nomor

149/Pid.Sus/2015/PNTbh.Adapuntujuandaripenyajiansepertiinitidak

lainberakhirpadakesimpulanberupapengetahuanbaruyangbersifat

khusus yaitu mengetahui dan memahami dengan jelas tentang

pertanggungjawabanpidanaterhadappelakutindakpidanaperdagangan

anakditinjaudaritujuanpemidanaansertadasarpertimbanganhakim

dalam memutussuatuperkaraperdagangananakpadaputusannomor

1907/Pid.Sus/2015/PN Plg dan pada putusan nomor

149/Pid.Sus/2015/PNTbh.

BABII

TINJAUANPUSTAKA

A. TinjauanUmum TentangTindakPidanadanTindakPidanaPerdagangan

Orang

1. PengertianTindakPidana

Istilah delikadalah merupakan kata yang diambildariistilah

bahasalatindelictundandelicta.Delikdalam bahasaBelandadisebut

strafbaarfeit.Strafbaarfeitterdiridaritigakatayaitustraf,baar,danfeit.

Strafdiartikansebagaipidanadanhukum,baardiartikansebagaitindak,

peristiwa,pelanggaran,danperbuatansedangkanfeitartinyasebagian

darikenyataan.SehinggaStrafbaarfeitberartisebagiandarikenyataan
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yangdapatdihukum.

MenurutMoeljatno,pada dasarnya tindak pidana merupakan

suatupengertiandasardalam hukum pidana.Tindakpidanaadalah

suatupengertianyuridissepertihalnyauntukmemberikandefinisiatau

pengertian terhadap istilah hukum,makabukanlah halyang mudah

untuk memberikan definisiatau pengertian terhadap istilah tindak

pidana.

Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami

pengertianpidanasebagaisanksiatasdelik,sedangkanpemidanaan

berkaitan dengan dasar-dasarpembenaran pengenaan pidana serta

teori-teoritentangtujuanpemidanaan.Perludisampaikandisinibahwa,

pidanamerupakansuatuistilahyuridisyangmempunyaiartikhusus

sebagaiterjemahandaribahasaBelanda“straf”yangdapatdiartikan

sebagai“hukuman”.43

Berikutiniadalahbeberapapengertiantindakpidanadalam arti

strafbaarfeitmenurutpendapatparaahli:

a.Moeljatnomengemukakan bahwa, suatu tindak pidana

(strafbaarfeit)itu sebenarnya adalah suatu perbuatan yang

dilarangolehundang-undangdandisertaiancaman(sanksi)

yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang

43Moeljatno,2005.Asas-AsasHukum Pidana,BinaAksara,Jakarta.hlm.20.
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melanggarlarangantersebut.44

b.D.Simonsberpendapatbahwa,strafbaarfeitadalah suatu

tindakan melanggarhukum yang telah dilakukan dengan

sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

tindakannya dan oleh undang–undang telah dinyatakan

sebagaisuatutindakanyangdapatdihukum.45

c.Menurut E.Utrecht tindak pidana ialah dengan istilah

peristiwa pidana yang sering juga ia sebutdelik,karena

peristiwaitumerupakansuatuperbuatanatausesuatuyang

melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan

karenaperbuatanmelalaikanitu).46

2. TujuanHukum PidanadanJenis-jenisTindakPidana

Aturan-aturan hukum pidana yang ada didalam masyarakat,

tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum.Keberadaan hukum

tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan dan mengatur

kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono

Prodikroro bahwa tujuan hukum adalah “untuk mengadakan

44Ibid,.
45Ibid,.
46Ibid,.
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keselamatan,kebahagiaan,dantatatertibdalam masyarakat”.47

MenurutSudarto,hukum pidanabertujuan“untukmenanggulangi

kejahatan dan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu

sendiri”.48 Pemahaman dan perwujudan tindak pidana inisangatlah

perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota

masyarakatsecaraseimbang.

SedangkanmenurutAndiHamzah,tujuanhukum pidanaadalah

“untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat,

melindungikepentingan-kepentinganorangperseorangandanatauhak-

hak asasimanusia (HAM)dan melindungikepentingan masyarakat

maupunnegara”.49

Paradigmahukum pidanamemberikanarahanbahwaketentuan

pidanaditujukandanberfungsiuntukmengaturdanmengendalikantata

tertibhukum dalam masyarakat,disampingmenjaminditegakkannya

rasakeadilanmasyarakatatasperbuatanorangatauperoranganatau

sekelompokorang.

Kebijakansosialpadadasarnyamerupakankebijakanatauupaya-

upaya yang rasionaldengan hukum pidana pada hakikatnya juga

merupakanbagianusahadaripenegakanhukum (khususnyapenegakan

47R.Soersono,1992.PengantarIlmuHukum,SinarGrafika,Bandung.hlm.27.
48AndiHamzah,2005.Hukum AcaraPidanaIndonesia,SinarGrafika,Jakarta.

hlm.22.
49Ibid.,hlm.38.
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hukum pidana).Olehkarenaitu,seringpuladikatakanbahwakebijakan

hukum pidanamerupakanbagiandarikebijakanhukum.50

MenurutMoeljatno,jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas

dasar-dasartertentu,antaralainsebagaiberikut:

a.Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan

“pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi

pembagian KUHP kita menjadiBuku ke IIdan Buku III

melainkanjugamerupakandasarbagiseluruhsistem hukum

pidanadidalam PerUndang-Undangansecarakeseluruhan.

b.Tindakpidanaformil(FormeelDelicten)dantindakpidana

materil(MateriilDelicten).Tindakpidanaformiladalahtindak

pidanayangdirumuskanbahwalaranganyangdirumuskanitu

adalah melakukan perbuatan tertentu.Misalnya Pasal351

KUHPyaitutentangpenganiayaan.Tindakpidanamaterilinti

larangannyaadalahpadamenimbulkanakibatyangdilarang,

karenaitusiapayangmenimbulkanakibatyangdilarangitulah

yangdipertanggungjawabkandandipidana.

c.Dilihat daribentuk kesalahan,tindak pidana dibedakan

menjaditindakpidanasengaja(dolusdelicten)dantindak

pidanatidaksengaja(culposedelicten).Contohtindakpidana

50BardaNawawiArief,2002.BungaRampaiKebijakanHukum Pidana,Citra
AdityaBakti,Bandung.hlm.56.
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kesengajaan(dolus)yangdiaturdidalam KUHPantaralain

sebagaiberikut:Pasal310KUHP(penghinaan)yaitusengaja

menyerangkehormatanataunamabaikseorang,Pasal322

KUHP (membukarahasia)yaitudengansengajamembuka

rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau

pencariannya.Padadelikkelalaian(culpa)orangjugadapat

dipidanajikaadakesalahan,misalnyaPasal360Ayat2KUHP

yangmenyebabkanoranglainluka-luka.

d.Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif

(positif),perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil

adalahperbuatanuntukmewujudkannyadiisyaratkandengan

adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya

pencurian(Pasal362KUHP)danpenipuan(Pasal378KUHP).

Tindakpidanadibedakanmenjadiduayaitu:

1)Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang

dirumuskansecaraformilatautindakpidanayangpada

dasarnya unsurperbuatannya berupa perbuatan pasif,

misalnyadiaturdalam Pasal224KUHP(tidakmemenuhi

kewajibansebagaisaksi),304KUHP(meninggalkanorang

yangperluditolong),dan552KUHP(pelanggaranjabatan).

2)Tindakpidanatidakmurniadalahtindakpidanayangpada

dasarnya berupa tindak pidana positif,tetapi dapat
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dilakukan secara tidak aktifatau tindak pidana yang

mengandungunsurterlarangtetapidilakukandengantidak

berbuat,misalnyadiaturdalam Pasal338KUHP,(seorang

ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut

meninggal).

Berdasarkanhaltersebutdiatas,dapatdiketahuibahwajenis-

jenistindakpidanaterdiridaritindakpidanakejahatandantindakpidana

pelanggaran,tindakpidana formildan tindakpidana materil,tindak

pidanasengajadantindakpidanatidaksengajasertatindakpidanaaktif

dantindakpidanapasif.51

3. Unsur–UnsurTindakPidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhisyarat-syarat

tertentu.Syarat-syarattertentuinilazimnyadisebutdenganunsur-unsur

tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila

perbuatan yang dilakukan memenuhisyarat-syarat tindak pidana

(strafbaarfeit).

MenurutSudarto,pengertian unsurtindak pidana hendaknya

dibedakan daripengertian unsur-unsurtindak pidana sebagaimana

tersebutdalam rumusan undang-undang.Pengertian yang pertama

(unsur)ialahlebihluasdaripadakedua(unsur-unsur).Misalnyaunsur-

51Moeljatno,2005.Asas-AsasHukum Pidana,BinaAksara,Jakarta.hlm.47.
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unsur(dalam artisempit)daritindakpidanapencurianbiasa,ialahyang

tercantum dalam Pasal362KUHP.52

MenurutLamintang,bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP

padaumumnyadapatdijabarkanunsur-unsurnyamenjadiduamacam,

yaituunsur-unsursubyektifdanobyektif.Yangdimaksuddenganunsur-

unsur“subyektif”adalahunsur-unsuryangmelekatpadadirisipelaku

atauyangberhubungandengandirisipelakudantermasukkedalamnya

yaitusegalasesuatuyangterkandungdidalam hatinya.Sedangkanyang

dimaksud dengan unsur “obyektif” adalah unsur-unsur yang ada

hubungannyadengankeadaan-keadaan,yaitukeadaan-keadaandimana

tindakandarisipelakuituharusdilakukan.53

Unsur-unsursubyektifdarisuatutindakpidanaadalah:

a.Kesengajaanatauketidaksengajaan(dolus/culpa);

b.Maksudatauvoornemenpadasuatupercobaanataupogging

sepertidimaksuddalam Pasal53ayat(1)KUHP;

c.Macam-macam maksudatauoogmerksepertiyangterdapat

misalnyadidalam kejahatan–kejahatanpencurian,penipuan,

pemerasan,pemalsuandanlain-lain;

d.Merencanakanterlebihdahuluatauvoorbedachteraadseperti

52 Sudarto,1993.Hukum PidanaI,FakultasHukum UniversitasDiponegoro.
Semarang,hlm.43.

53P.A.F.Lamintang,1984.Dasar-dasarHukum PidanaIndonesia,SinarBaru.
Bandung,hlm.183.



47

misalnyaterdapatdidalam kejahatanpembunuhanmenurut

Pasal340KUHP;

e.Perasaaantakutatauvresssepertiyangantaralainterdapat

didalam rumusantindakpidanamenurutPasal308KUHP.

Sedangkanunsur-unsurobyektifdarisuatutindakpidanaadalah:

a.Sifatmelanggarhukum

b.Kualitassipelaku

c.Kausalitas,yaknihubungan antara suatu tindakan sebagai

penyebabdengansuatukenyataansebagaiakibat.54

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana

(strafbaarfeit) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai

pengertian unsur-unsurtindak pidana menurutaliran monistis dan

menurut aliran dualistis.Para sarjana yang berpandangan aliran

monistis,yaitu:

Aliran monistis dapat disimpulkan bahwa tidak adanya

pemisahan antara perbuatan pidana (criminal act) dan

pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility). Sedangkan

pandanganataualirandualistismemisahkanantaradilarangnyasuatu

perbuatan pidana (criminal act atau actus reus) dan dapat

dipertanggungjawabkansipembuat(criminalresponbilitiyataumens

rea).Dengan kata lain pandangan dualistismemisahkan pengertian

54Ibid.,hlm.184.
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perbuatanpidanadenganpertanggungjawabanpidana.

4. PengertianPerdaganganOrang

Pengertianperdaganganorang(humantrafficking)mempunyai

artiyang berbeda bagisetiap orang.Perdagangan orang meliputi

sederetanmasalahdanisusensitifyangkompleksyangditafsirkan

berbeda oleh setiap orang,tergantung sudutpandang pribadiatau

organisasinya.

PerdaganganOrangadalahtindakanperekrutan,pengangkutan,

penampungan,pengiriman,pemindahan,ataupenerimaanseseorang

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

penyekapan,pemalsuan,penipuan,penyalahgunaan kekuasaan atau

posisirentan,penjeratanutangataumemberibayaranataumanfaat,

sehinggamemperolehpersetujuandariorangyangmemegangkendali

atasoranglaintersebut,baikyangdilakukandidalam negara maupun

antar negara,untuk tujuan eksploitasiataumengakibatkanorang

tereksploitasi.55

Perdaganganorangkhususnyabagikaum perempuandananak,

bukanmerupakanmasalahyangbarudiIndonesiasertabaginegara-

negaralaindidunia.Telahbanyakyangmengawalisejarahlahirnya

55RepublikIndonesia,Pasal1ayat(1)Undang-UndangNo.21Tahun2007
tentangPemberantasanTindakPidanaPerdaganganOrang,(LNTahun2007No.58,
TLNNo.4720).



49

konvensi-konvensi sebagai upaya dari berbagai Negara untuk

menghilangkanpenghapusanPerdaganganOrangdanPenyelundupan

ManusiaterutamaperempuandananaksecaralintasbatasNegara

untuk tujuan prostitusi.Sebagaiperbandingan bahwa Perdagangan

OrangdanPenyelundupanManusiamerupakankejahatandengannilai

keuntungan terbesarke-3 (tiga) setelah kejahatan Penyelundupan

SenjatadanPeredaranNarkoba.56

PerdaganganManusia(trafficking)menurutdefinisidaripasal3

Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan,

penampungan,atau penerimaan seseorang,dengan ancaman atau

penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain daripemaksaan,

penculikan,penipuan,kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan

atau posisirentan atau memberiatau menerima pembayaran atau

memperoleh keuntungan agardapatmemperoleh persetujuan dari

seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan

eksploitasi.Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk

melacurkanoranglainataubentuk-bentuklaindarieksploitasiseksual,

kerjaataupelayananpaksa,perbudakanataupraktek-praktekserupa

perbudakan,penghambaanataupengambilanorgantubuh.(Pasal3

56KPAI,16-06-2014.WaspadaBahayaPerdaganganOrang(Trafficking)Dan
Penyelundupan Manusia (Smuggling), Sumber :
http://www.kpai.go.id/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-
penyelundupan-manusia-smuggling/,diaksespada27September2017.
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ProtokolPBB untukMencegah,Menekan dan Menghukum Trafiking

Manusia,KhususnyaWanitadanAnak-Anak,ditandatanganipadabulan

Desember2000diPalermo,Sisilia,Italia).57

5. PengertianTindakPidanaPerdaganganAnak

Pengertian anak menurut undang-undang memiliki banyak

definisiyangberbeda-beda.Kriteriaumuryangdisebutsebagaianak

yaitusebagaiberikut:

PertanggungjawabanpidanadinegaraInggris,diberikankepada

anakberusia10(sepuluh)tahuntetapitidakuntukkeikutsertaandalam

politik.Anakbarudapatikutataumempunyaihakpolitikapabilatelah

berusiadiatas18(delapanbelas)tahun.58

Pengertiananakdalam kaitannyadenganperilakudelinkuensi

anak,biasanyadilakukandenganmendasarkanpadatingkatanusia,

dalam artitingkatusiaberapakahseorangdapatdikategorikansebagai

57Ibid,.
58Marlina,2009.PeradilanPidanaAnakdiIndonesiaPengembanganKonsep

DiversidanRestorativeJustice,RefkiAditama,Bandung.hlm.34.
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anak.59

Undang-Undang Nomor39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusiamenjabarkanpengertiantentanganakialahsetiapmanusia

yangberusiadibawah18(delapanbelas)tahundanbelum menikah

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila haltersebut

adalahdemikepentingannya.

Adapun beberapa definisi tentang anak dalam beberapa

peraturanperudang-undangansaatiniadalahsebagaiberikut:

a.Pasal1ConventionontheRightofTheChild;

Anakdiartikansebagaisetiaporangdibawahusia18(delapan

belas) tahun,kecuali berdasarkan hukum yang berlaku

terhadap anak,kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang

belum dewasadanyangmenjadidewasakarenaperaturan

tertentu sedangkan secara mentaldan fisik masih belum

dewasa.

b.Pasal1angka2Undang-UndangNomor4Tahun1979tentang

KesejahteraanAnak;

Anakadalahseseorangyangbelum mencapaiumur21(dua

puluhsatu)tahundanbelum pernahkawin.

59Paulus Hadisuprapto, 2010. Delinkuensi Anak Pemahaman dan
Penanggulangannya,Selaras,Malang.hlm.11.
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c.Undang-Undang Nomor39 Tahun 1999 tentang HakAsasi

Manusia;

Anakadalahsetiapmanusiayangberusiadibawah18(delapan

belas)tahundanbelum menikahtermasukanakyangmasih

dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi

kepentingannya.

d.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

PeradilanPidanaAnak;

Anakadalahanakyangtelahberumur12(duabelas)tahun,

tetapibelum berumur18(delapanbelas)tahunyangdiduga

melakukantindakpidana.

e.Pasal1 angka 1 Undang-Undang Nomor35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun

2002tentangPerlindunganAnak;

Anakadalahseseorangyangbelum berusia18(delapanbelas)

tahuntermasukanakyangmasihdalam kandungan.

Anak memilikikarakteristik khusus (spesifik) dibandingkan

denganorangdewasadanmerupakansalahsatukelompokrentanyang

haknyamasihterabaikan,olehkarenaituhak-hakanakmenjadipenting

diprioritaskan.60

60Republik Indonesia,PERMEN Nomor15 Tahun 2010,tentang Pedoman
Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementrian



53

Perdaganganorang(humantrafficking)menurutPasal1ayat(1)

Undang-UndangNomor21tahun2007tentangPemberantasanTindak

PidanaPerdaganganOrang (UUTPPO)adalah:“Tindakanperekrutan,

pengangkutan,ataupenerimaanseseorangdenganancamankekerasan,

penggunaankekerasan,penculikan,penyekapan,pemalsuan,penipuan,

penyalahgunaankekuasaan atauposisirentan,penjeratanutangatau

memberibayaranataumanfaat,sehinggamemperolehpersetujuandari

orang yang memegang kendaliatas orang lain tersebut,baikyang

dilakukan didalam negara maupun antar negara,untuk tujuan

eksploitasiataumengakibatkanorangtereksploitasi”.

Padaangka(7)Pasal1undang-undangdiatasjugamenjelaskan

bahwa:Eksploitasiadalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan

korbanyangmeliputitetapitidakterbataspadapelacuran,kerjaatau

pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,

penindasan,pemerasan,pemanfaatanfisikseksual,organreproduksi

atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi

organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau

kemampuanseseorangolehpihaklainuntukmendapatkankeuntungan

baikmaterilmaupunimmateril.

6. UnsurTindakPidanaPerdaganganAnak

PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak.
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TindakPidanaPerdaganganOrangadalahsetiaptindakanatau

serangkaiantindakanyangmemenuhiunsur-unsurtindakpidanayang

ditentukan dalam Pasal1 angka 2 Undang-Undang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO).Secara lebih tegas

Pasal2 ayat(1)UUPTPPO menjelaskan bahwa Setiap orang yang

melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,

pemindahan,ataupenerimaanseseorangdenganancamankekerasan,

penggunaankekerasan,penculikan,penyekapan,pemalsuan,penipuan,

penyalahgunaankekuasaanatauposisirentan,penjeratanutangatau

memberibayaranataumanfaatwalaupunmemperolehpersetujuandari

orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan

mengeksploitasiorangtersebutdiwilayahnegaraRepublikIndonesia,

dipidanadenganpidanapenjarapalingsingkat3(tiga)tahundanpaling

lama 15 (lima belas)tahun dan pidana denda paling sedikitRp.

120.000.000,00(seratusduapuluhjutarupiah)danpalingbanyakRp.

600.000.000,00(enam ratusjutarupiah).Sanksiyangsamajugaberlaku

untukdikenakanpadasetiaptindakanyangdilakukanolehpelakuyang

mengakibatkanorangtereksploitasi.61

Berdasarkanpengertianmengenaiperdaganganorangdantindak

pidanaperdaganganorang,makaterdapat4(empat)unsuryangharus

61RepublikIndonesia,Pasal2ayat(1)Undang-UndangNo.21Tahun2007
tentangPemberantasanTindakPidanaPerdaganganOrang,(LN Tahun2007No.58,
TLNNo.4720).
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dijadikandasaruntukpembuktianterjadinyatindakpidanaPerdagangan

Orang,yakni:

1)Unsurpelaku.Yang mencakup setiap orang yang dalam

UUPTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau

korporasiyangmelakukantindakpidanaperdaganganorang.

(Pasal1angka4UUPTPPO).

2)Unsurproses.Urutanpelaksanaanataukejadianyangterjadi

secara alami atau didesain,yang meliputi: perekrutan,

pengangkutan,penampungan,pengiriman,pemindahan,atau

penerimaanseseorang.

3)Unsurcara.Bentukperbuatanatautindakantertentuyang

dilakukan untuk menjamin proses dapatterlaksana,yang

meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan,

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisirentan,penjeratan

utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga

memperolehpersetujuandariorangyangmemegangkendali

atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat

terlaksana,yangmeliputiancaman,kekerasan,penggunaan

kekerasan,penculikan,penyekapan,pemalsuan,penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisirentan,penjeratan

utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga



56

memperolehpersetujuandariorangyangmemegangkendali

atasoranglaintersebut.

4)Unsurtujuan.Sesuatuyangnantinyaakantercapaidanatau

terwujudsebagaiakibatdaritindakanpelakutindakpidana

perdagangan orang yang meliputieksploitasiorang atau

mengakibatkanorangtereksploitasidalam Pasal1angka1

danPasal2ayat(1)UUPTPPO.

B. TinjauanTentangPertanggungjawabanPidana

1. PengertianPertanggungjawabanPidana

Dasardariadanya perbuatan pidana adalah asas legalitas,

sedangkandasardaridapatdipidananyaseseorangadalahkesalahan,

yang berartiseseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan

dijatuhipidanakalautidakmempunyaikesalahan.

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapatdipidana

apabila dia mempunyaikesalahan,dan kapankah seseorang dapat

dikatakan mempunyaikesalahan?Halinilah yang akan dibicarakan

dalam masalahpertanggungjawabanpidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban

olehorangterhadapperbuatanpidanayangtelahdilakukannya.“Pada

hakikatnyapertanggungjawabanpidanamerupakansuatumekanisme

yangdibangunolehhukum pidanauntukbereaksiataskesepakatan
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menolak suatu perbuatantertentu”.62 Kesepakatan menolak tersebut

dapatberupaaturantertulismaupunaturantidaktertulisyanglahirdan

berkembangdalam masyarakat.

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan eratdengan

dengan unsurkesalahan.Dalam Undang-undang no.4 tahun 2004

tentang kekuasaan kehakiman Pasal6 ayat(2)disebutkan:“tidak

seorang pun dapatdijatuhipidana kecualipengadilan karena alat

pembuktian yang sah menurutundang-undang mendapatkeyakinan,

bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah

bersalahatasperbuatanyangdidakwakanatasdirinya.”

DilihatdariketentuanPasaltersebutdapatjelasbahwaunsur

kesalahansangatmenentukanakibatdariperbuatanseseorang,yaitu,

berupapenjatuhanpidana.Walaupununsurkesalahantelahditerima

sebagaiunsuryang menentukan sebuah pertanggungjawaban dari

pembuattindakpidana,tetapidalam halmendefinisikankesalahanoleh

para ahlimasih terdapatperbedaan pendapat,“Pengertian tentang

kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup

pertanggungjawaban pembuattindak pidana”.63 Adanya pandangan

yang berbeda mengenaidefinisikesalahan maka mengakibatkan

adanyaperbedaanpenerapan.Berikutbeberapapendapatdariparaahli

62ChairulHuda,2006.DariTiadaPidanaTanpaKesalahanmenujukepada
TiadaPertanggungJawabanPidanaTanpaKesalahan,Kencana,Jakarta.hlm.71.

63Ibid.,hlm.74.
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mengenaidefinisikesalahan:

a)Mezgermemberikandefinisikesalahansebagai“keseluruhan

syaratyangmemberidasaruntukadanyapencelaanpribadi

terhadapsipembuatpidana.

b)Simons mengartikan kesalahan sebagai “dasar untuk

pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berupa

keadaan psikis darisipembuatdan hubungan terhadap

perbuatannya, berdasarkan psikis itu perbuatannya

dicelakakankepadapembuat.

c)VanHamelmengatakanbahwa“kesalahandalam suatudelik

merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara

keadaan jiwasipembuatdengan terwujudnyaunsur-unsur

delikkarenaperbuatannya.Kesalahanadalahpertanggungan

jawabdalam hukum.

d)Pompe berpendapat, “pada pelanggaran norma yang

dilakukan karena kesalahannya,biasanya sifat melawan

hukum itumerupakansegiluarnya.Yangbersifatmelawan

hukum adalahperbuatannya.Segidalamnyayangbertalian

dengankehendaksipembuatadalahkesalahan.64

64MuladidanDwidjapriyatno,2010.PertanggungjawabanPidanaKorporasi,
Kencana,Jakarta.hlm.70.
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Daribeberapa pengertian para ahlidiatas,kesalahan dapat

dibagidalam pengertianberikut:

a)Kesalahan psikologis: menurut sudarto pada kesalahan

psikologis,“kesalahan hanya dipandang sebagaihukum

psikologis(batin)antarasipembuatdenganperbuatannya.”65

Yangdilihatdalam kesalahanpsikologisiniadalahbatindari

pelaku,berupakehendakatasperbuatannya.

b)Kesalahan normatif:pada kesalahan normatif kesalahan

seseorangtidakditentukanberdasarkanbatinsipembuatsaja,

disamping itu terdapat penilaian normatif perbuatannya.

Penilaian normatif adalah “penilaian dariluar mengenai

hubunganantarapembuatdanperbuatannya.”66Penilaiandari

luar tersebutmerupakan penilaian yang terdapatdalam

masyarakat.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa, Kesalahan

mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah

melakukantindakpidana.Pencelaanyangdimaksudadalahpencelaan

berdasarkanhukum yangberlaku.Untukmenentukanadanyakesalahan

seseorangharusmemenuhibeberapaunsur,yaitu:

1)Adanyakemampuanbertanggungjawabpadasipembuat,

65Sudarto,1983.Hukum danPerkembanganMasyarakat,SinarBaru,Bandung.
hlm.72.

66Ibid.,hlm.73.
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2)Hubunganbatinantarasipembuatdenganperbuatannyayang

berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) yang

disebutsebagaibentukkesalahan

3)Tidakada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada

alasanpemaaf.67

2. KemampuanBertanggungjawab

Kemampuanbertanggungjawabdapatdiartikansebagaikondisi

batinyangnormalatausehatdanmampunyaakalseseorangdalam

membeda-bedakanhal-halyangbaikdanyangburukataudengankata

lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu

perbuatandansesuaidengankeinsyafanitumampuuntukmenentukan

adanyakemampuanbertanggungjawab,yaitufaktorakaldanfaktor

kehendak.Akalyaitu dapatmembedakan antara perbuatan yang

diperbolehkandanyangtidakdiperbolehkan,sedangkankehendakyaitu

dapatmenyesuaikantingkahlakunyadengankeinsyafanatassesuatu

yangdiperbolehkandanyangtidakdiperbolehkan.68

Keadaanbatinyangnormalatausehatditentukanolehfaktorakal

pembuatyangdapatdilihatdariakalnyamampumembeda-bedakan

perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh

67Ibid,.
68MahrusAli,2011.Dasar-DasarHukum Pidana,SinarGrafika,Jakarta.

hlm.171.
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dilakukan.Kemampuanpembuatuntukmembeda-bedakanperbuatan

yangbolehdilakukandantidakbolehdilakukan,menyebabkanyang

bersangkutan dapatdipertanggung jawabkan dalam hukum pidana,

ketikamelakukantindakpidana.dapatdipertanggungjawabkankarena

akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk

menyesuaikandenganyangditentukanolehhukum,padanyadiharapkan

untukselaluberbuatsesuaidenganyangditentukanhukum.69

Mengenai kemampuan bertanggung jawab, simons

mengartikannya sebagaisuatu keadaan psikis,yang membenarkan

adanya penerapan suatu upaya pemidanaan,baikdilihatdarisudut

umum maupun orangnya.70 Seseorang yang dikatakan mampu

bertanggungjawabjikajiwanyasehat,apabila;

1)Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa

perbuatannyabertentangandenganhukum

2)Iadapatmenentukankehendaknyasesuaidengankesadaran

tersebut.71

Dalam KUHP,ketentuan mengenaikemampuan bertanggung

jawabdiaturdalam bukuIbabIIIPasal44ayat(1)yangberbunyi:

“barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat

69Ibid,.
70Sudarto,1983.Hukum danPerkembanganMasyarakat,SinarBaru,Bandung.

hlm.95.
71MuladidanDwidjapriyatno,2010.PertanggungjawabanPidanaKorporasi,

Kencana,Jakarta.hlm.74.
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dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam

pertumbuhanatauterganggukarenapenyakit,tidakdipidana.”

Dilihatdalam Pasal44ayat(1)dijelaskanbahwaseseorangyang

jiwanyacacatatauterganggutidakdapatdipidana,halinidisebabkan

karenaorangtersebuttidakmampumenyadaribahwaperbuatannya

bertentangandenganhukum sertatindakanyangdilakukandiluardari

kesadarannya,makaorangtersebuttidakdapatdipertanggungjawabkan

secarahukum.

3. HubunganBatinAntaraPembuatdenganPerbuatannya

Mengenaihubunganbatinantarapembuatdenganperbuatannya,

keinginan dalam melakukan suatu perbuatan pidana munculdari

keadaan batin sipembuatyang kemudian pikirannya mengarahkan

dirinyauntukmelakukanperbuatantersebutatautidak.“Dalam hukum

pidanapenggunaanpikiranyangkemudianmengarahkanpembuatnya

melakukan tindak pidana,disebutsebagaibentuk kesalahan yang

secarateknisdisebutdengankesengajaan”.72

Mengenaipengertiankesengajaandalam KitabUndang-undang

Hukum Pidanatahun1809dicantumkan“Kesengajaanadalahkemauan

untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang

72ChairulHuda,2006.DariTiadaPidanaTanpaKesalahanmenujukepada
TiadaPertanggungjawabanPidanaTanpaKesalahan,Kencana,Jakarta.hlm.107.
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dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”.73 Jadi dapat

dikatakanbahwa,sengajaberartimenghendakidanmengetahuiapa

yangdilakukan.Seseorangyangmelakukanperbuatandengansengaja,

menghendaki perbuatannya dan mengetahui serta menyadari

perbuatannya.

Dalam hukum pidana kesengajaan diklasifikasikan menjadi3

(tiga),yaitu:

a)Kesengajaansebagaimaksud.

Dalam bentuk kesengajaan ini, pembuat menghendaki

sesuatu,ia bertindakdan menciptakan suatu akibatyang

sesuaidengan apa yang dikehendakinya.”74 Maka dapat

dikatakan pembuatsebelumnya sudah mengetahuiakibat

dariperbuatannyadanmemangmenghendakiakibattersebut

terjadi.

b)Kesengajaansebagaikemungkinan.

Dalam kesengajaan ini, pembuat mengetahui bahwa

perbuatannyamempunyaijangkauanuntukdalam keadaan-

73LedenMarpaung,2009.Asas-Teori-PraktikHukum Pidana,SinarGrafika,
Jakarta.hlm.13.

74MustafaAbdullahdanRubenAchmad,1986.IntisariHukum Pidana,Ghalia
Indonesia,Jakarta.hlm.42.
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keadaantertentuakanterjadisuatuakibat.75Dapatdiartikan

seorang pembuatsebelum melakukan perbuatannya telah

membayangkankemungkinan-kemungkinanyangakanterjadi

sebagaiakibatdariperbuatannya,namunperbuatantersebut

tetapdilakukanuntukmencapaitujuantertentu.

c)Kesengajaansebagaikepastian.

Kesengajaansebagaikepastiandapatterjadibilaseseorang

menghendakisesuatunamunterhalangolehkeadaan,namun

untuk memenuhi kehendaknya ia harus menyingkirkan

penghalang tersebut,yang merupakan peristiwa pidana

tersendiri.76 Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan,

pembuatmenghendakisuatu tujuan tertentu yang dapat

berupa peristiwa pidana ataupun bukan,namun untuk

mencapaitujuannya tersebutpembuatharus melakukan

sesuatuyangsebenarnyabukanmenjaditujuanutamanya.

Dalam bentuk kesengajaan initerdapatdua akibatyaitu,

akibatyangmemangmenjaditujuandanakibatyangtidak

diinginkannamunharusdilakukanuntukmencapaitujuannya.

Sedangkan kealpaan, dapat terjadi ketika pembuat tidak

75ChairulHuda,2006.DariTiadaPidanaTanpaKesalahanmenujukepada
TiadaPertanggungjawabanPidanaTanpaKesalahan,Kencana,Jakarta.hlm.110.

76MustafaAbdullahdanRubenAchmad,1986.IntisariHukum Pidana,Ghalia
Indonesia,Jakarta.hlm.42.
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menggunakan pikiran atau pengetahuannya dengan baik. Pada

umumnyakealpaandibedakanmenjadi2(dua),yaitu:

a)Kealpaan dengan keasadaran: dalam hal ini pelaku

membayangkanataumendugaakantimbulnyasuatuakibat,

namun walaupun ia berusaha mencegah,toh timbuljuga

akibattersebut.

b)Kealpaan tanpa kesadaran:dalam halinipelaku tidak

membayangkanataumendugaakantimbulnyasuatuakibat

yang dilarang dandiancam hukumanolehundang-undang,

sedangkanseharusnyaiamemperhitungkanakantimbulnya

suatuakibat.77

4. AlasanPenghapusKesalahanatauAlasanpemaaf

Dalam unsuryangketigadisebutkantidakadaalasanpenghapus

kesalahanatautidakadaalasanpemaaf.Mengenaihalini,adakalanya

dalam keadaan tertentu seseorang tidak dapatberbuatlain yang

berujungpadaterjadinyatindakpidanameskipuntidakdiinginkannya.

Dan ada kalanya terjadinya tindak pidana tidak apatdihindarioleh

seseorang,karenasesuatuhalyangberasaldariluardirinya,faktor

tersebut menyebabkan orang tersebut tidak dapat menghindari

77LedenMarpaung,2009.Asas-Teori-PraktikHukum Pidana,SinarGrafika,
Jakarta.hlm.26.
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perbuatanpidanatersebutyangmengakibatkankesalahannyamenjadi

terhapus.

Berdasarkanuraiandiatasdapatdikatakan,untukmenetukan

adanyakesalahanadalahadanyakemampuanbertanggungjawabdarisi

pelaku,kesengajaandantidakadanyaalasanpemaaf,sedangkansuatu

perbuatandapatdipertanggungjawabkanapabilasipembuatkesalahan

menyadariperbuatannya melawan hukum dan perbuatan tersebut

dilakukandenganpenuhkesadarandarisipelaku.

C. TeoriDasarPertimbanganHakim

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka

dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan

kehakimanbebasdarisegalacampurtanganpihakkekuasaanekstra

yudisial,kecualihal-halsebagaimanadisebutdalam Undang-Undang

Dasar(UUD)1945.Kebebasandalam melaksanakanwewenangyudisial

bersifattidakmutlakkarenatugashakim alahmenegakkanhukum dan

keadilanberdasarkanPancasila,sehinggaputusannyamencerminkan

rasakeadilanrakyatIndonesia.KemudianPasal24ayat(2)UUD1945

menegaskan bahwa:kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah

mahkamahagungdanbadanperadilanyangberadadibawahnyadalam

lingkunganperadilanumum,lingkunganperadilanagama,lingkungan

peradilan militer,lingkungan peradilan tata usaha negara,dan oleh
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sebuahmahkamahkonstitusi.78

Pada Pasal195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP)menjelaskanbahwa:“Semuaputusanpengadilanhanyasah

dan mempunyaikekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang

yang terbuka untukumum”.79 Syaratsah nya suatu putusan hakim

mencakupduahalyaitumemuathal-halyangdiwajibkandandiucapkan

disidangyangterbukauntukumum.Halituharusdipenuhiolehhakim

dalam setiapprosespengambilankeputusan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting

dalam menentukanterwujudnyanilaidarisuatuputusanhakim yang

mengandungkeadilan(exaequoetbono)danmengandungkepastian

hukum,disampingitujugamengandungmanfaatbagiparapihakyang

bersangkutansehinggapertimbanganhakim iniharusdisikapidengan

teliti,baik,dancermat.Apabilapertimbanganhakim tidakteliti,baik,dan

cermat,makaputusanhakim yangberasaldaripertimbanganhakim

tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggiatau mahkamah

agung.80

Seorang hakim haruslah independen,tidak memihak kepada

siapapunjuga,dalam persidangansemuanyadiperlakukansama.Hakim

78MuktiArto,2004.PraktekPerkaraPerdatapadaPengadilanAgama,Cet.V,
PustakaPelajar,Yogyakarta.hlm.142.

79AndiHamzah,2011.KUHPdanKUHAP,RinekaCipta,Jakarta.hlm.311.
80MuktiArto,2004.PraktekPerkaraPerdatapadaPengadilanAgama,Cet.V,

PustakaPelajar,Yogyakarta.hlm.140.
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tidakdapatmenjatuhkansuatuputusansebelum nyatabaginyabahwa

peristiwa atau fakta tersebutbenar-benarterjadi,yaknidibuktikan

kebenaranya,sehingganampakadanyahubunganhukum antarapara

pihak.81

Teoridasarpertimbanganhakim,yaituputusanhakim yangbaik,

dansempurnahendaknyaputusantersebutdapatdiujidengan4kriteria

dasarpertanyaan(thefourwaytest)berupa:82

a)Benarkahputusankuini?

b)Jujurkahakudalam mengambilkeputusan?

c)Adilkahbagipihak-pihakputusan?

d)Bermanfaatkahputusankuini?

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam

perkarapidana,menurutMoeljatnodilakukandalam beberapatahap,

yaitu:83

1)Tahap menganalisis perbuatan pidana;pada saathakim

menganalisisapakahterdakwamelakukanperbuatanpidana

atau tidak, yang dipandang primer adalah dari segi

masyarakat,yaituperbuatantersebutsebagaidalam rumusan

suatuaturanpidana.

2)Tahap menganalisis tanggungjawab pidana;jika seorang

81Ibid.,hlm.141.
82LilikMulyadi,2007.KekuasaanKehakiman,BinaIlmu,Surabaya.hlm.136.
83AhmadRifai,2010.PenemuanHukum,SinarGrafika,Jakarta.hlm.96.
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terdakwa dinyatakan terbuktimelakukan perbuatan pidana

melanggarsuatupasaltertentu,hakim menganalisisapakah

terdakwadapatdinyatakanbertanggungjawabatasperbuatan

pidanayangdilakukannya.

3)Tahap penentuan pemidanaan hakim akan menjatuhkan

pidana;bilaunsur-unsurtelahterpenuhidenganmelihatpasal

didalam Undang-Undang (UU)yang dilanggaroleh pelaku.

Dengan dijatuhkannya pidana,pelaku sudah jelas sebagai

terdakwa.

MenurutPasal184ayat(1)KUHAP,hakim dalam menjatuhkan

putusandalam persidangandapatmelihatalatbuktiyangsah,yaitu:

1)Surat

2)Petunjuk

3)Keteranganterdakwa

4)KeteranganSaksi

5)KeteranganAhli

Dalam memutusputusan,adabeberapateoriyangdigunakan

oleh hakim tersebut.MenurutMackenzie,ada beberapa teoriatau

pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam

mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara,yaitu
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sebagaiberikut:84

1)TeoriKeseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah

keseimbangan antara syarat-syaratyang ditentukan oleh

undang-undangdankepentinganpihak-pihakyangtersangkut

atauberkaitandenganperkara.

2)TeoriPendekatanSenidanIntuisi

Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresiatau

kewenangandarihakim.Sebagaidiskresi,dalam penjatuhan

putusan,hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan

hukumanyangwajarbagisetiappelakutindakpidanaatau

dalam perkaraperdata,hakim akanmelihatkeadaanpihak

yangberperkara,yaitupenggugatdantergugat,dalam perkara

perdata,pihakterdakwaatauPenuntutUmum dalam perkara

pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan

pendekatan seni,lebih ditentukan oleh instinkatau intuisi

daripadapengetahuandarihakim.

3)TeoriPendekatanKeilmuwan

Titik tolak dariilmu iniadalah pemikiran bahwa proses

penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan

penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan

84Ibid.,hlm.102.
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putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin

konsistensidariputusanhakim.

4)TeoriPendekatanPengalaman

Pengalamandariseoranghakim merupakanhalyangdapat

membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang

dihadapinyasehari-hari.

5)TeoriRatioDecindendi

Teoriinididasarkanpadalandasanfilsafatyangmendasar

yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan

denganpokokperkarayangdisengketakankemudianmencari

peraturanperundang-undanganyangrelevandenganpokok

perkara yang disengketakan sebagaidasarhukum dalam

penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus

didasarkan pada motivasiyang jelas untuk menegakkan

hukum dan memberikan keadilan bagipara pihak yang

berperkara.

6)TeoriKebijaksanaan

Aspekteoriinimenekankanbahwapemerintah,masyarakat,

keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk

membimbing,membina,mendidikdanmelindungiterdakwa,

agar kelak dapat menjadimanusia yang berguna bagi

keluarga,masyarakatdanbangsanya.
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Selainbeberapateoridiatas,hakim pengadilanmengambilsuatu

keputusan dalam sidang pengadilan,mempertimbangkan beberapa

aspek,yaitu:85

1)Kesalahanpelakutindakpidana.

Halinimerupakan syaratutama untukdapatdipidananya

seseorang.Kesalahandisinimempunyaiartiseluas-luasnya,

yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut.

Kesengajaandanniatpelakutindakpidanaharusditentukan

secaranormatifdantidaksecarafisik.Untukmenentukan

adanyakesengajaandanniatharusdilihatdariperistiwademi

peristiwa,yang harus memegang ukuran normatif dari

kesengajaandanniatadalahhakim.

2)Motifdantujuandilakukannyasuatutindakpidana.

Kasustindakpidanamengandung unsurbahwaperbuatan

tersebutmempunyaimotifdantujuanuntukdengansengaja

melawanhukum

3)Caramelakukantindakpidana.

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang

direncanakanterlebihdahuluuntukmelakukantindakpidana

85Barda NawawiArief,2001.Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
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tersebut. Memang terapat unsur niat didalamnya yaitu

keinginansipelakuuntukmelawanhukum.

4)Riwayathidupdankeadaansosialekonomi.

Riwayathidup dan keadaan sosialekonomipelaku tindak

pidanajugasangatmempengaruhiputusanhakim yaitudapat

memperinganhukumanbagipelaku,misalnyabelum pernah

melakukan perbuatan tindakpidana apa pun,berasaldari

keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang

berpenghasilansedang-sedangsaja(kalangankelasbawah).

5)Sikapbatinpelakutindakpidana.

Halinidapatdiidentifikasikan dengan melihatpada rasa

bersalah,rasapenyesalandanberjanjitidakakanmengulangi

perbuatantersebut.Pelakujugamemberikangantirugiatau

uang santunan pada keluarga korban dan melakukan

perdamaiansecarakekeluargaan.

6)Sikapdantindakanpelakusesudahmelakukantindakpidana.

Pelakudalam dimintaiketeranganataskejadiantersebut,ia

menjelaskantidakberbelit-belit,iamenerimadanmengakui

kesalahannya,karenahakim melihatpelaku berlaku sopan

danmaubertanggungjawab,jugamengakuisemuaperbuatan

nyadengancaraberterusterangdanberkatajujur.

7)Pengaruhpidanaterhadapmasadepanpelaku.
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Pidana juga mempunyaitujuan yaitu selain membuatjera

kepada pelaku tindak pidana,juga untuk mempengaruhi

pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut,

membebaskanrasabersalahpadapelaku,memasyarakatkan

pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga

menjadikannyaorangyanglebihbaikdanberguna.

8)Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang

dilakukanolehpelaku.

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilaibahwa

tindakaanpelakuadalahsuatuperbuatantercela,jadiwajar

saja kepada pelaku untuk dijatuhihukuman,agarpelaku

mendapatkanganjarannyadanmenjadikanpelajaranuntuk

tidakmelakukanperbuatanyangdapatmerugikandirisendiri

danoranglain.Haltersebutdinyatakanbahwaketentuanini

adalah untukmenjamin tegaknya kebenaran,keadilan dan

kepastianhukum.


